
 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR  

33 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri 

yang ditujukan untuk Gubernur KDH Provinsi di seluruh 

Indonesia Nomor : 188.31/7807/SJ, hal penjelasan 

terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional maka Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

perlu disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur  

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 

Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 1622); 
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 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah 

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,  

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak   

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan   

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015   
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017   
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional 

 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor  4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 4); 

 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 33); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBENUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 33 

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 

 Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 33) 
diubah sebagai berikut: 
 

 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut: 
 

  Pasal 5 

  (1) Pemerintah Provinsi menyiapkan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
melalui APBD. 

  (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat 
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi 
Pimpinan dan anggota DPRD, dapat diberikan 
tunjangan perumahan setiap bulan: 

  a. Ketua DPRD sebesar Rp.20.283.478 (Dua Puluh 
Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat 
Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). 
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  b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.16.677.351 (Enam 
Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu 
Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). 

  c. Anggota DPRD sebesar Rp.13.071.224 (Tiga Belas 
Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh 
Empat Rupiah). 

 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 7 

  (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan 
transportasi. 

  (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan 
kepada Anggota DPRD sebesar Rp.15.600.000 (Lima 
Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). 

 Pasal II 

 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 
2018. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  24 April 2018 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  24 April 2018 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTANTENGAH, 

 

ttd 

 

FAHRIZAL FITRI 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 10 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 

ttd 

 

HASANUDIN 

NIP. 19580614 197901 1 001 


